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PUTUSAN
Nomor 796/Pdt.G/2022/PA.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 02 Maret 1992 (umur 30
tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK xxxxx, agama Islam,
pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat
tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kunyit, 22 November 1993 (umur
29 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK xxxxx, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Xxxx XXxxX
XXxxxX, tempat tinggal di Jalan Murung Kenanga RT. 05
RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tanah
Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 November
2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pelaihari dengan nomor 796/Pdt.G/2022/PA.PIh pada tanggal 17 November
2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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(KUA) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan

Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/2016 tanggal 18 Maret 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten
Tanah Laut selama lebih kurang 5 tahun sejak awal akad nikah, kemudian
pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum
dikaruniai keturunan.;

4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
disebabkan antara lain:

a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan
dengan perempuan lain tanpa bukti;

b. Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon, ia hanya
mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Pemohon dan
Termohon sering marah-marah,;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 terjadi lagi cekcok mulut antara
Pemohon dengan Termohon, disebabkan lagi lagi Termohon cemburu buta
menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti hal
tersebut lah yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati kemudian
Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon;

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal
hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya, dan selama berpisah
tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon
dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak.;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang
terbaik adalah bercerai;

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak
itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul

lagi hingga sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
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9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan
bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Pelaihari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,
Pemohon dan Termohon menyatakan telah rukun kembali selanjutnya Pemohon
menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon
agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan

kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka
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untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 Tahun 2016 maka para Pihak menunjuk mediator untuk mediasi
dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi
perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam
membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon
dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Pemohon menyatakan
mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
796/Pdt.G/2022/PA.Plh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Drs. H.
Syarwani, M.H.l. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai
Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Dr. Nur Moklis, S.H.l., S.Pd., M.H.
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masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Marzuki, S.H.l., M.S. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
H. Abdul Hamid, S. Ag. Drs. H. Syarwani, M.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.l., S.Pd., M.H.
Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.l., M.S.

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
Panggilan :Rp 300.000,00
Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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